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Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong peningkatan kualitas layanan publik, termasuk dalam
pengelolaan sistem antrean pada pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di tingkat desa. Sistem
antrean yang masih berjalan secara manual sering menghadapi permasalahan seperti ketidakpastian waktu
tunggu dan kesalahan dalam pengolahan data. Penelitian ini mengembangkan sistem antrean berbasis web
dengan menerapkan algoritma Shortest Job First (SJF) untuk menentukan urutan pemrosesan pengajuan surat
berdasarkan estimasi waktu pengerjaan. Untuk menjaga keadilan antrean, diterapkan mekanisme aging agar
permohonan yang telah menunggu lama memperoleh prioritas lebih tinggi. Pengembangan sistem dilakukan
dengan pendekatan Agile yang mendukung penyesuaian kebutuhan pengguna secara fleksibel dan
memungkinkan proses pengembangan berkelanjutan melalui enam tahap: Requirement, Design, Development,
Testing, Deployment, dan Review. Pengujian dilakukan menggunakan Black-box testing untuk fungsionalitas
sistem dan System Usability Scale (SUS) untuk menilai kemudahan penggunaan. Hasil pengujian Black-box
testing menunjukkan bahwa seluruh fitur berfungsi dengan baik untuk tiga kategori pengguna: penduduk,
administrator, dan kepala desa. Pengujian SUS menghasilkan skor 78,25, yang termasuk kategori Good dan
Acceptable. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode dan algoritma yang digunakan berkontribusi terhadap
pengembangan sistem antrean pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efisien dan adaptif.

Kata kunci: Agile, Administrasi Kependudukan, Algoritma Shortest Job First (SJF), Black-Box Testing, Sistem
Antrean, System Usability Scale (SUS)

Implementation of the Shortest Job First Algorithm for Optimizing the Local Community
Administration Service Queuing System

Abstract

The advancement of information technology drives improvements in the quality of public services, including
queue management in population administration services, particularly at the village level. Manual queuing
systems often face issues such as uncertain waiting times and data processing errors. This study developed a
web-based queuing system by implementing the Shortest Job First (SJF) algorithm to determine the processing
order of letter requests based on estimated processing time. To ensure fairness, an aging mechanism was
applied, allowing requests that have been waiting longer to gain higher priority. The system was developed
using the Agile approach, which offers flexibility in adapting to user needs and supports continuous development
through six stages: Requirement, Design, Development, Testing, Deployment, and Review. System testing was
conducted using Black-box testing to evaluate functionality and the System Usability Scale (SUS) to assess
usability. The Black-box testing results showed that all features functioned properly across three user
categories: citizens, administrators, and village heads. The SUS evaluation yielded a score of 78.25, classified
as Good and Acceptable. These findings indicate that the applied methods and algorithms contribute to the
development of a more efficient and adaptive queuing system for population administration services.

Keywords: Agile, Administrative Services, Algorithm Shortest Job First (SJF), Black-Box Testing, Queuing
System, System Usability Scale (SUS).
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1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi mendorong peningkatan tuntutan terhadap
layanan publik yang cepat, efisien, dan berkualitas [1]. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan
layanan tersebut adalah sistem antrean, yang berperan dalam mengelola interaksi antara masyarakat dan
penyedia layanan. Di Indonesia, khususnya pada pelayanan administrasi desa, sistem pengajuan dan proses
antrean masih masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait efisiensi dan kecepatan layanan [2].
Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan inovasi agar sistem yang digunakan mampu memenuhi
ekspektasi masyarakat [3].

Pelayanan administrasi desa umumnya mengandalkan proses manual yang menimbulkan berbagai
permasalahan. Proses tersebut tidak hanya memperpanjang waktu tunggu, tetapi juga meningkatkan risiko
kesalahan dalam pengolahan data dan dokumen [4]. Ketidakpastian waktu pelayanan seringkali menyebabkan
ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, tingginya volume permohonan turut memperberat beban kerja perangkat
desa dan memperlambat proses penyelesaian administrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelayanan yang
lebih efisien, terstruktur, dan adaptif untuk meningkatkan kualitas layanan [5].

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi pelayanan administrasi desa,
namun sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam aspek pengelolaan antrean permohonan surat. Peneliti
Al Hasri dan Sudarmilah [6] serta Romadhon dan Maryam [4] merancang sistem menggunakan pendekatan
Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall, namun belum menerapkan algoritma khusus untuk
menentukan urutan pemrosesan berdasarkan prioritas, estimasi durasi, atau urgensi surat. Akibatnya,
permohonan tetap diproses secara urut berdasarkan waktu pengajuan, yang dapat menimbulkan keterlambatan
dalam penanganan surat yang lebih diprioritaskan.

Penelitian oleh Illahi et al. [7] juga menggunakan pendekatan serupa dengan dua studi sebelumnya, baik
dari sisi metode pengembangan sistem maupun mekanisme pengurutan permohonan surat, namun tidak
menyediakan fitur rekap ajuan surat, sehingga menyulitkan proses pengelolaan surat berkelanjutan. Sementara
itu, Rohmah dan Gunawan [8] menerapkan algoritma Priority Scheduling, namun tingkat urgensi ditentukan
secara langsung oleh pemohon, yang berisiko menimbulkan bias karena pemohon cenderung memilih tingkat
urgensi tertinggi untuk mempercepat proses pengurusan, meskipun tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain
itu, algoritma ini tidak mempertimbangkan estimasi durasi penyelesaian surat, sehingga permohonan dengan
durasi singkat bisa tertunda oleh permohonan lain yang bersifat subjektif lebih prioritas.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan studi yang secara khusus
mengimplementasikan algoritma Shortest Job First (SJF) dalam sistem antrean pelayanan administrasi
kependudukan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan adanya research gap dalam pemanfaatan algoritma SJF
untuk mengelola antrean berdasarkan estimasi durasi penyelesaian guna mengoptimalkan urutan pelayanan dan
meminimalkan waktu tunggu. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem antrean
berbasis web dengan algoritma SJF yang memprioritaskan pemrosesan surat berdasar durasi tersingkat [9], serta
didukung dengan mekanisme aging untuk menjaga keadilan dalam pelayanan sekaligus mempertahankan
efisiensi [10]. Sistem yang dikembangkan juga akan dilengkapi fitur notifikasi email untuk memberitahu
pemohon bahwa surat telah disetujui dan dapat diunduh, sehingga diharapkan mempermudah akses informasi
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. METODE PENELITIAN

Perancangan sistem antrean pada pelayanan administrasi kependudukan desa dalam penelitian ini
mengimplementasikan algoritma Shortest Job First (SJF), yang memprioritaskan eksekusi proses berdasarkan
estimasi waktu pengerjaan tersingkat [9]. Untuk mendukung penerapan algoritma tersebut, diperlukan
identifikasi terhadap jenis surat yang memiliki durasi pengerjaan paling singkat. Prioritas antrean ditentukan
berdasarkan tiga parameter utama, yaitu jenis surat, tingkat urgensi, dan waktu pengajuan [8]. Rincian
mekanisme prioritas antrean pengajuan surat disajikan dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Mekanisme Penentuan Prioritas Antrean Pengajuan Surat

Urutan
Prioritas
Prioritas Pengurutan pengajuan surat dilakukan berdasarkan kombinasi nilai dari jenis surat dan tingkat
1 urgensinya, dengan prioritas diberikan kepada permohonan yang memiliki total bobot terkecil.
Terdapat enam jenis surat yang diberi nilai 1 hingga 6 berdasarkan estimasi waktu pengerjaan,
di mana nilai yang lebih kecil menunjukkan proses yang lebih cepat. Adapun jenis surat
beserta nilainya, sebagai berikut: (1) Suratt Keterangan Usaha, (2) Suratt Keterangan
Domisili/Warga, (3) iSurat Keterangan Domisili Usaha, (4) Suratt Keterangan Belum
Menikah, (5) iSurat Keterangan Janda/Duda, (6) iSurat Keterangan Tidak Mampu. Tingkat
urgensi pengajuan dikategorikan ke dalam empat level, yaitu: (1) Sangat Mendesak, (2)
Mendesak, (3) Biasa, dan (4) Tidak Mendesak. Semakin kecil hasil penjumlahan nilai jenis
surat dan tingkat urgensi, semakin tinggi prioritas surat tersebut dalam sistem antrean.
Penetapan bobot jenis surat didasarkan pada wawancara dengan Kepala dan Staf Tata Usaha,
yang mempertimbangkan waktu penyelesaian rata-rata serta urgensi pelayanan masing-masing
jenis surat
Prioritas Apabila terdapat dua atau lebih permohonan surat dengan kombinasi nilai jenis surat dan
2 tingkat urgensi yang sama, maka permohonan dengan nilai jenis surat yang lebih kecil akan
diprioritaskan untuk diproses terlebih dahulu. Strategi ini diterapkan sebagai mekanisme
penyelesaian apabila terjadi nilai total yang identik pada beberapa pengajuan, sehingga proses
antrean tetap berjalan secara adil dan efisien
Prioritas Apabila terdapat dua atau lebih permohonan dengan nilai gabungan dan jenis surat yang sama,
3 maka prioritas diberikan kepada permohonan yang diajukan lebih dahulu berdasarkan waktu
pengajuan. Untuk mencegah surat berbobot besar terus tertunda, diterapkan mekanisme aging,
yaitu pengurangan bobot satu poin setiap hari pada permohonan yang belum diproses.
Mekanisme ini dirancang untuk menghindari penumpukan serta memastikan permohonan
lama tetap memiliki peluang untuk diproses, sekaligus mencegah terjadinya starvation.

Penjelasan

Setelah urutan prioritas ditentukan pada Tabel 1, dilakukan simulasi pengurutan untuk memberikan
gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi urutan tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Simulasi Pengurutan Permohonan Surat

Pemohon Jenis Surat Urgensi Total Bobot
A Surat Keterangan Usaha (1) Mendesak (2) 3
B Surat Keterangan Tidak Mampu (6) Biasa (3) 9
C Surat Keterangan Domisili (2) Sangat Mendesak (1) 3

Merujuk pada Tabel 2, Surat A dan Surat C memiliki total bobot yang setara, yaitu sebesar 3. Dalam
kondisi ini, sistem membandingkan jenis surat sebagai parameter penentu prioritas. Meskipun Surat C memiliki
nilai jenis lebih tinggi, Surat A tetap diprioritaskan jika tidak ada perbedaan waktu pengajuan. Namun, apabila
Surat C diajukan lebih dahulu, maka surat tersebut memperoleh prioritas yang lebih tinggi. Dengan
mempertimbangkan kedua aspek tersebut, urutan akhir pemrosesan surat pada skenario ini yaitu Surat C, diikuti
oleh Surat A, dan kemudian Surat B.

Langkah selanjutnya adalah merancang algoritma Shortest Job First guna mengelola antrean pelayanan
administrasi kependudukan desa. Algoritma ini dirancang untuk mengatur urutan pemrosesan surat berdasarkan
waktu pengerjaan tersingkat [11], sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan algoritma
divisualisasikan dalam bentuk flowchart yang disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Flowchart Penerapan Algoritma Shortest Job First '

Untuk memperjelas logika sistem, algoritma Shortest Job First yang dilengkapi dengan mekanisme aging
dituangkan dalam bentuk pseudocode sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 2.

Daftar permohonan surat: S = anl, permohonan2, ...
For each “data_permohonan™ i
“total_bobot_awal = bobot_jenis_surat(data_permohonan) + bobot_urgensi{data_permohonan)~
“total_bobot_aging = total bobot_awal - hari_tertunda(data_permohonan)™
// Penyesuaian karena aging: total_bobot awal dikurangin 1 per harinya
// Tidak ada batas minimal, ~total_bobot_aging™ bisa bernilai negatif
Jika tidak ada yang tertunda: Urutkan daftar S berdasarkan ~total_bobot_awal™ ascending / yang terkecil

Jika ada yang tertunda: Urutkan daftar S berdasarkan ~total_bobot_aging™ ascending / yang terkecil
For “indeks_antrian™ from 1 to N-1:
If “total_bobot_aging(S[indeks_antrian]) == total_bobot_aging(S[indeks_antrian + 1])7:
If “bobot_jenis_surat{S[indeks_antrian]) == bobot_jenis_surat(S[indeks_antrian + 1])":

Urutkan berdasarkan “waktu_pengajuan™ yang lebih awal

Else:
Urutkan berdasarkan “bobot_jenis_surat™ yang terkecil

Gambar 2. Pseudocode Algoritma Shortest Job First dan Mekanisme Aging

Selain menerapkan algoritma Shortest Job First, sistem antrean pelayanan administrasi kependudukan desa
ini dikembangkan menggunakan metode Agile. Metode tersebut memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan
perubahan kebutuhan serta mendukung peningkatan sistem secara berkelanjutan, sehingga pengembangan dapat
berlangsung lebih responsif dan efektif sesuai kebutuhan pengguna [12]. Tahapan dalam metode Agile meliputi
Requirement, Design, Development, Testing, Deployment, dan Review [13], sebagaimana divisualisasikan dalam

Gambar 3.

AGILE
THOD

e

Gambar 3. Siklus Pengembangan Agile
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2.1. Requirement (Analisis Kebutuhan Pengguna dan Sistem)

Tahap requirement dalam metode Agile bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui
wawancara dan observasi terhadap warga serta staf desa yang terlibat dalam layanan administrasi. Data yang
diperoleh menjadi dasar untuk merumuskan functional requirements dan non-functional requirements sistem
[14]. Functional requirements meliputi fitur inti sistem, seperti layanan pengajuan surat keterangan secara
daring, yang mencakup registrasi pengguna, login, pengisian data diri, dan pengajuan permohonan surat.
Permohonan yang masuk akan diverifikasi dan diproses oleh administrator dan disetujui oleh Kepala Desa [15].
Non-functional requirements mencakup aspek keamanan melalui enkripsi data dan autentikasi berbasis email
dan password. Antarmuka pengguna dirancang sederhana, intuitif, dan kompatibel dengan berbagai perangkat
serta browser. Sistem dapat diakses melalui komputer maupun perangkat seluler berbasis Android/iOS.

2.2. Design (Pembuatan diagram UML dan ERD)

Tahapan ini menggambarkan rancangan sistem secara visual, melalui bahasa pemodelan standar UML
(Unified Modeling Language), yang mencakup Diagram Aktivitas untuk menggambarkan alur kerja sistem dan
Diagram Kasus Penggunaan untuk menjelaskan interaksi pengguna dengan sistem [16]. Struktur basis data
digambarkan menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram,).

2.2.1. Use Case Diagram (Diagram Kasus Penggunaan)

Gambaran interaksi antara pengguna dan sistem dalam menjalankan fungsi layanan divisualisasikan
melalui use case diagram. Visualisasi ini mempermudah pemahaman dan komunikasi antara pengembang dan
pengguna [16]. Dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan desa, terdapat tiga peran utama: masyarakat
sebagai pemohon, administrator sebagai verifikator, dan kepala desa sebagai pihak yang memberi persetujuan.
Masing-masing peran berinteraksi dengan fitur sistem, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 4.

Akses Menu Profile \
Akses Halaman Master Data f
\\ epala Desa
<< include >>
Pengajuan Surat J=-=------ >(_ Pengajuan Surat Baru
 <<include >> engelola Halaman Dafta
Pengajuan

A

Warga .
ik . 4 Surar g S Include 2> Mengelola Halaman Daftar
Ppraved Sur: Persetujuan Pengajuan Surat

Akses Halaman Daftar Revisi

Pengajuan Surat l’ %
Akses Halaman Daftar Ditolak dministrator
ji Text
Pengajuan Surat

Akses Halaman Riwayat
Pengajuan Surat

Logout

Gambar 4. Visualisasi Interaksi Pengguna dan Sistem

2.2.2. Activity Diagram (Diagram Aktivitas)

Visualisasi proses dalam sistem dirancang menggunakan diagram aktivitas untuk menggambarkan urutan
langkah yang dilakukan oleh tiap peran pengguna. Representasi ini disusun secara sistematis guna membantu
pengembang dalam memahami alur kerja sistem [16]. Diagram aktivitas pengguna masyarakat disajikan pada
Gambar 5, proses verifikasi oleh administrator pada Gambar 6, dan alur persetujuan kepala desa pada Gambar 7.
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Gambar 5. Alur Proses Pengguna Masyarakat Gambar 6. Alur Proses Pengguna Administrator
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Melakukan login —>I Menampilkan Form login

Tidak
Mengisi Form Login - W
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.

Gambar 7. Alur Proses Pengguna Kepala Desa

2.2.3. Entity Relationship Diagram (Diagram Relasi Entitas)

Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan rancangan dan pengelolaan basis data dalam sistem
pelayanan administrasi kependudukan desa. Desain basis data yang diterapkan adalah Physical Database
Design, yang mencakup entitas, atribut dengan tipe datanya, serta hubungan antar entitas [17], sebagaimana

ditampilkan pada Gambar 8.
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<@ nip: VARCHAR(45)

@ sk_pensiun: VARCHAR(45)

< tal_meninggal: VARCHAR(45)

@ pangkat_terakhir: VARCHAR(45)
< created_at: TIMESTAMP

< updated_at: TIMESTAMP

| digunakan|
<@ status_kawin: ENUM
@ agama: ENUM

% kabupaten: TEXT
% kecamatan: TEXT

< desa: TEXT
@ rt: TEXT
< nw: TEXT
@ pekerjaan: VARCHAR(45)
@ foto_kk: VARCHAR({255)
< foto_ktp: VARCHAR(255})
<% foto_ttd_kades: VARCHAR(255)}
@ crested_at: TIMESTAMP
¢ updated_at: TIMESTAMP
3 data_penduduk_FxIndexi
<@ users_id_users

surat ad
R id_surat: BIGINT

< nama_surat: VARCHAR(45)

@ bobot_surat: INTEGER

@ kode_klasifikasi_surat: VARCHAR({255)
@ ceated_at: TIMESTAMP

< updated_at: TIMESTAMP

Gambar 8. Physical Database Design

2.3. Development (Proses Pengembangan Sistem)

Pengembangan sistem dilakukan melalui proses pemrograman berbasis web berdasarkan rancangan yang
telah dibuat. Proses ini menggunakan sistem operasi Windows 10, Visual Studio Code sebagai perangkat
penulisan kode, serta X4AMPP untuk menyediakan layanan server lokal. Bahasa pemrograman yang digunakan
meliputi PHP dengan framework Laravel, JavaScript untuk mendukung interaktivitas, Bootstrap untuk
mempercepat pembuatan antarmuka, serta MySQOL sebagai sistem basis data.

2.4. Testing (Uji Fungsional dan Kelayakan Sistem)

Pada tahap pengujian sistem, digunakan dua metode utama: pengujian fungsional dan pengujian kegunaan.
Pengujian fungsional dilakukan menggunakan pendekatan black-box testing, yang mengevaluasi kesesuaian
keluaran sistem terhadap masukan yang diberikan tanpa melihat struktur internal program. Sedangkan pengujian
kelayakan sistem dilakukan melalui System Usability Scale (SUS) method, yang mengukur kepuasan dan
kemudahan penggunaan sistem dari perspektif pengguna [18].

2.5. Deployment (Proses Penerapan dan Implementasi Sistem)

Setelah sistem dinyatakan layak berdasarkan hasil pengujian, dilakukan proses deployment ke lingkungan
produksi. Sistem kemudian diperkenalkan kepada pengguna, seperti warga dan petugas administrasi, agar
mereka dapat mulai mengakses serta memahami alur kerja dan fitur-fitur sistem.

2.6. Review (Evaluasi dan Umpan Balik Pengguna)

Tahap Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem telah memenuhi tujuan yang dirancang.
Masukan dari warga dan petugas desa digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem. Hasil
evaluasi menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem tetap efisien dan mudah digunakan sesuai
prinsip Agile.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan desa telah berhasil dikembangkan dengan
menerapkan algoritma Shortest Job First untuk mengatur antrean pengajuan surat. Pengembangan sistem ini
menggunakan pendekatan metode Agile. Sistem berbasis web yang dihasilkan dirancang untuk memfasilitasi
proses pengajuan surat oleh warga sebagai pengguna utama, serta mempermudah tugas verifikasi dan
pengelolaan antrean oleh petugas desa sebagai administrator.

3.1. Penerapan Algoritma Shortest Job First

Algoritma Shortest Job First diterapkan untuk menentukan urutan prioritas pemrosesan surat berdasarkan
gabungan nilai jenis surat dan tingkat urgensi. Nilai jenis surat berkisar antara 1-6 sesuai estimasi waktu
pengerjaan, sedangkan tingkat urgensi diklasifikasikan dari 1 (sangat mendesak) hingga 4 (tidak mendesak).
Semakin kecil total bobot pengajuan, semakin tinggi prioritas pemrosesannya. Total bobot pengajuan ditentukan
dengan rumus berikut:
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P=J+U €9)

Dengan P adalah total bobot pengajuan, J adalah bobot jenis surat (1-6), dan U adalah bobot tingkat urgensi
(1-4). Permohonan dengan nilai P terkecil diproses terlebih dahulu. Jika terdapat dua atau lebih permohonan
dengan nilai P yang sama, maka prioritas diberikan kepada permohonan dengan bobot jenis surat J yang lebih
kecil, sebagaimana dirumuskan:

Jika P1 = P2 maka diprioritaskan permohonandenganj1 < J2 (2)

Apabila total bobot pengajuan P dan J juga sama, maka permohonan yang diajukan lebih awal berdasarkan
waktu pengajuan akan memperoleh prioritas lebih tinggi. Untuk mencegah penumpukan permohonan dengan
nilai prioritas tinggi, diterapkan mekanisme aging [10], yaitu pengurangan nilai prioritas sebesar satu poin setiap
harinya, sebagaimana dirumuskan:

Pt =P —t ©))

Dengan P, adalah nilai prioritas terkini dan # merupakan jumlah hari sejak tanggal pengajuan. Pendekatan
ini memungkinkan nilai prioritas menjadi negatif, yang secara sistem akan meningkatkan urgensi pemrosesan
permohonan yang telah lama menunggu.

Contoh penerapan algoritma Shortest Job First dalam sistem ditunjukkan pada Tabel 3. Tabel ini
menyajikan data pengajuan permohonan surat yang diurutkan berdasarkan waktu pengajuan awal. Selain itu,
tabel juga memuat kolom prioritas, di mana pengurutan dilakukan berdasarkan total bobot (P) dari nilai terkecil
hingga terbesar.

Tabel 3. Detail Data Pengajuan Permohonan Surat

Nama Jenis Surat Nilai Urgensi Nilai Total

Pemohon ) ) (U) (U) (P) Prioritas
Siti Mawaddah Surat .K.et[erangan 2 Mendesak 2 4 4
Domisili/Warga
Yusuf Azhari Surat Keterapgan Belum 4 Sangat Mendesak 1 5 5
Menikah
. . Surat Keterangan
Rani Oktaviani Janda/Duda 5 Mendesak 2 7 7
Fadli Ramadhan Surat Keterangan Usaha 1 Sangat Mendesak 1 2 1
Farel Naufal Surat Keterangan Tidak 6 Tidak Mendesak 4 10 8
Mampu
Ali Ghiffari Surat Keterangan Usaha 1 Biasa 3 4 2
Fira Surat Keterangan Domisili .
Khairunnisa Usaha 3 Biasa 3 6 6
Dlmas Surat Keterangan Usaha 1 Biasa 3 4 3
Kurniawan

Pengurutan prioritas dilakukan berdasarkan nilai total bobot (P) dari yang paling kecil ke paling besar.
Berdasarkan Tabel 3, permohonan dari Fadli Ramadhan memperoleh prioritas tertinggi dengan total nilai 2,
sedangkan Farel Naufal memiliki prioritas terendah dengan nilai total 10.

Situasi dapat terjadi ketika beberapa permohonan memiliki total bobot (P) yang sama. Pada kasus Ali
Ghiffari dan Siti Mawaddah yang masing-masing memperoleh nilai P = 4, sistem memeriksa nilai jenis surat (J)
untuk menentukan urutan prioritas, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kasus dengan Nilai Total P Sama dan Jenis Surat Berbeda

Nama Jenis Surat Nilai Urgensi Nilai Total Prioritas
Pemohon ) ) ) ) (P)
Ali Ghiffari Surat Keterangan Usaha 1 Biasa 3 4 2
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Siti Mawaddah  Surat Keterangan Domisili/Warga 2 Mendesak 2 4 4

Berdasarkan Tabel 3, sistem memberikan prioritas lebih tinggi kepada Ali Ghiffari karena jenis surat yang
diajukan memiliki bobot lebih kecil (J = 1) dibandingkan Siti Mawaddah (J = 2).

Selanjutnya, jika nilai total bobot (P) dan jenis surat (J) sama, sistem menentukan prioritas berdasarkan
waktu pengajuan [8], sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Prioritas Berdasarkan Waktu Pengajuan saat Nilai P dan J Sama

Nama Jenis Surat Nilai  Urgensi  Nilai Total Wak‘tu Priorit
Pemohon @) @) L L (P Pengajuan as
e Surat Keterangan . 15 April 2025,
Ali Ghiffari Usaha 1 Biasa 3 4 15:24:03 2
Siti Surat Keterangan 15 April 2025,
Mawaddah Domisili/Warga 2 Mendesak 2 4 20:19:45 4

Berdasarkan Tabel 5, kedua pemohon memiliki nilai total bobot (P) dan estimasi durasi (J) yang identik.
Oleh karena itu, sistem menggunakan parameter waktu pengajuan sebagai penentu prioritas. Pengajuan atas
nama Ali Ghiffari tercatat lebih awal dibandingkan Dimas Kurniawan, sehingga memperoleh prioritas yang lebih
tinggi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Tabel 3 menampilkan data pengajuan sebelum dilakukan proses
pengurutan. Adapun hasil pengurutan yang diterapkan oleh sistem menggunakan algoritma Shortest Job First
dan mekanisme aging dapat dilihat pada Gambar 9.

Kode Pengajuan Bobot Pengajuan Nama Pemohon Jenis Surat

Fadli Ramadhan Surat Keterangan Usaha

PJ201945150425

PJ124145150425

PJ151438150425 5 Yusuf Azhari Surat Keterangan Belum Pernah Menlkah

PJ152554150425 6 Fira Khairunnisa Surat Keterangan Domisili Usaha

PJ151730150425 7 Rani Oktaviani Surat Keterangan Janda/Duda

PJ152231150425 10 Farel Naufal Surat Keterangan Tidak Mampu

Gambar 9. Urutan Prioritas Pengajuan Permohonan Surat oleh Sistem

Selain itu, terdapat kondisi di mana permohonan dengan bobot besar terletak di urutan prioritas bawah dan
tidak segera diproses dalam waktu lama. Untuk mengatasi hal ini, sistem menerapkan mekanisme aging [10],
yang memastikan permohonan yang telah lama menunggu mendapatkan peningkatan prioritas dengan
mengurangi satu poin dari total bobot setiap harinya. Penerapan mekanisme ini ditunjukkan dalam Tabel6.

Tabel 6. Ilustrasi Penerapan Mekanisme Aging

Nama Jenis Surat Nilai Awal Lama Waktu Menunggu  Nilai Akhir
Pemohon ) P) ® (Py)
Yusuf Azhari ~ Surat Keterangan Belum 5 6 hari 1
Menikah

Surat Keterangan

Domisili Usaha 6 6 hari 0

Fira Khairunnisa

Pada Tabel 6, permohonan Yusuf Azhari yang awalnya memiliki nilai P = 5, mengalami penyesuaian
menjadi -1 setelah menunggu selama 6 hari, sehingga diprioritaskan lebih awal dibandingkan permohonan
lainnya. Setelah diterapkan ke dalam sistem, hasilnya terlihat pada Gambar 10, di mana meskipun ada pengajuan
baru seperti dari Mahendra Drajat, permohonan Yusuf Azhari tetap diprioritaskan karena peningkatan prioritas
akibat mekanisme aging.
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Kode Pengajuan Bobot Pengajuan Nama Pemohon Jenis Surat Urgensi Tanggal Status

16 April 2025
PJ151438150425 - Yusuf Azhari Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Sangat Mendesak ,‘;4.35

16 April 2025

PJ152554150425 0 Fira Khairunnisa Surat Keterangan Domisili Usaha Biasa 15255

21 April 2025

PJ162231150425 7 Mahendra Drajat Surat Keterangan Tidak Mampu Sangat Mendesak 00:22:3

Gambar 10. Urutan Prioritas Permohonan dengan Mekanisme Aging oleh Sistem
3.2. Implementasi Antarmuka Sistem

3.2.1. Halaman Login

Halaman login/login page digunakan pengguna untuk mengakses sistem dengan menggunakan NIK atau
email yang terdaftar. Tersedia juga fitur lupa password yang mengirimkan tautan pemulihan ke email untuk
mereset kata sandi. Antarmuka halaman ini divisualisasikan melalui Gambar 11.

& c-suratbesa

Login

Emall atau NIK

Login Pelayanan e-Surat
Administrasi Desa Gajahan

Gambar 11. Antarmuka Halaman Login/Login Page

3.2.2. Halaman Dashboard

Antarmuka dashboard pada sisi penduduk menampilkan informasi status pengajuan surat, meliputi jumlah
pengajuan, proses verifikasi, dan yang telah selesai diproses. Data yang ditampilkan bersifat personal, yaitu
hanya milik penduduk yang bersangkutan. Selain itu, disediakan fitur grafik interaktif yang memungkinkan
penyaringan data berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana divisualisasikan melalui Gambar 12.

® e-suratdesa

Hello, Admin!

2 Dashboard
Selamat Datang & Dassboard Petayanan Pangajuan Surat Oniine Desa Gajahan
2 2] Semua kabutuhan administrasi Ands Terselesaikan dengan mudah di sini

Pengajuan Minggu Ini

|
Gambar 12. Antarmuka Halaman Dashboard

3.2.3. Halaman Profil

Halaman profil menampilkan informasi identitas pengguna serta menyediakan fitur untuk memperbarui
data profil. Selain itu, terdapat fitur untuk mengunggah foto dokumen-dokumen persyaratan yang digunakan
dalam proses pengajuan surat. Antarmuka halaman ini divisualisasikan melalui Gambar 13.
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® csuanesa @

Profile

tester

Data Diri

NIK

Nama

Email

Foto

Kartu Keluarga

Kartu Tanda Penduduk

e

Tempat Lahie

Tanggal Lahir

Gambar 13. Visualisasi Halaman Profil Pengguna

3.2.4. Halaman Pengajuan Surat Penduduk

Halaman pengajuan surat menampilkan seluruh permohonan yang diajukan oleh penduduk tersebut.
Pengguna dapat mengedit, menghapus permohonan yang belum diproses, dan membuat pengajuan baru melalui
tombol Ajukan. Antarmuka pada halaman ini disajikan dalam Gambar 14

e e-SuratDesa ]

Pengajuan Surat

Uniuk mengajukan surat, ik tombol Agukan' di bawah n

bawah in: dengan menggaser tabel ke arsh kanan

u menghapus pengajusn surat yang tekan dibuat melat tabel di

cxs EE
cr B
B -

Gambar 14. Antarmuka Halaman Pengajuan Surat Penduduk

Setelah memilih tombol Ajukan, pengguna akan diarahkan ke halaman formulir pengajuan untuk mengisi
data permohonan, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, serta dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan
pengajuan surat atas nama orang lain dalam satu akun, sebagaimana divisualisasikan melalui Gambar 15.

Tambah Pengajuan Surat

Jenis Surat
Pilin Jenis Surat
Keperluan
Silakan isi keperiuan permohonan Anda.
Catatan
Berl keterangan tambahan, misainya surat diperlukan paling lambat tanggal
tertentu
Foto Surat Pengantar RT/RW

Mo file chosen

*Ukuran filg maksimal 2 MB. Format yang diperbolehkan: JPG, PNG, JPEG
Status Pemohan

Pilih Status Pemohon

NIK

Fato KTP

© FoKTP

Fato KK

No file chosen

No file cnosen

Fato Pendukung

osongi s ik ada foto pendukang i

No file cnosen

Ukuran file maksimal 2 MB. Format yang diperbolehkan: JG, PNG, JPEG
rat luk ke
Tanggal Lahir

mmidd/yyyy o

Jenis Kelamin

Gambar 15. Antarmuka Form Pengajuan Surat oleh pengguna Penduduk

3.2.5. Halaman Master Data Admin

Halaman pertama Master Data menampilkan daftar akun penduduk yang terdaftar dalam sistem. Admin
dapat mengakses detail profil untuk melihat informasi identitas pengguna, sebagaimana ditampilkan pada

Gambar 16.
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e e-SuratDesa (] 1 Admin

Menu

List User

&€ Master Data v

N Em
* Users

6 00¢C ¢
LLLELE

Gambar 16. Antarmuka Halaman Daftar Akun Penduduk oleh A.;i—‘min

Sementara itu, halaman kedua menyajikan daftar jenis surat yang tersedia untuk diajukan oleh penduduk.
Admin dapat menambahkan jenis surat baru, mengubah nama surat, serta menetapkan urutan prioritas tiap surat.
Antarmuka halaman ini divisualisasikan dalam Gambar 17.

g e-SuratDesa (-} 1 Admin
Menu

Jenis Surat

i B
€ Master Data v
. Unuk menentuikan priortas (b0bot) surat, skafian geser barks nama surat (3rag & Grop) sesual Urutan prioitas surat yang dinginkan
* Bobot Surat
& ) °
[
[
(o
[ ]

Gambar 17. Antarmuka Halaman Daftar Jenis Surat oleh Admin

3.2.6. Halaman Verifikasi Admin

Halaman verifikasi admin menampilkan daftar pengajuan surat dari penduduk yang masih berstatus
menunggu persetujuan. Daftar pengajuan diurutkan berdasarkan nilai bobot surat yang paling kecil dan waktu
pengajuan paling awal, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 18.

B csuabesa @ l adwin
veru

Pengajuan Surat

o g e,V A @ 5 Droves parguia Andn Aoca o S g e St s 250 s ) Cagan manggere bl e e

[ ]

Gambar 18. Tampilan Halaman Daftar Pengajuan untuk Verifikasi Admin

Proses verifikasi dilakukan oleh admin melalui halaman detail yang diakses dari tombol edit. Admin
memberikan tingkat urgensi, mulai dari tidak mendesak hingga sangat mendesak, serta menetapkan status surat
seperti verifikasi, revisi, atau ditolak. Hak akses perubahan hanya dimiliki admin, sementara kepala desa hanya
dapat melihat informasi tersebut. Antarmuka halaman ini ditampilkan pada Gambar 19.
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Data Pengajuan PJ160804140425

Keperkan Urgensi
Untuk pembaruan Pain Urgens!

Catatan Pengajuan Status

Monunggu Persetujsan

Menunggu Persetujuan

Data Pengajuan Uj ™
Duclak:

No Kartu Kewarga Nama Pemohon
Tempat Lanir
Tanggal Lahir Pekeriaan

Agama Alamat

Gambar 19. Tampilan Form Verifikasi Surat oleh Admin

3.2.8. Halaman Persetujuan Kepala Desa

Halaman persetujuan Kepala Desa menampilkan daftar pengajuan yang telah diverifikasi admin dan
diberikan nilai urgensi. Daftar diurutkan berdasarkan total bobot pengajuan, yakni penjumlahan nilai surat dan
urgensi, dari nilai terkecil, sebagaimana ditampilkan melalui Gambar 20.

‘ e-SuratDesa [ ] l Ue Neryons, 3908

Verifikasi Surat

Lauscan vorifikas! suras Ml 125 | B3 wan i d0ngan Menggeser 06l 0 aran Kanan, Kk WMBG! “Vorfkas
€ Masie: Datn » erspaan 5212 IngLat kegerEngannya

© Poogoiuan -
T——"Y
e
b B Mrgeml Verifikas
Do o
Vodthas ... ] l
o o
= [
L=
l
n

Gambar 20. Tampilan Pada Halaman Persetujuan Kepala Desa

Untuk menyetujui pengajuan, Kepala Desa dapat mengeklik tombol edit yang mengarah ke halaman detail,
lalu menetapkan status surat menjadi disetujui, revisi, atau ditolak. Jika disetujui, sistem secara otomatis
mengirimkan email berisi pemberitahuan dan tautan unduhan kepada pemohon. Visualisasi halaman ini
ditampilkan dalam Gambar 21.

Data Pengajuan PJ103831110425

Keperiuan Urgensi

Pembaharuan KK Sangat Mendesak

Catatan Pengajuan Status

Verifikasi

Verifikasi
Revisi
Ditolak

Data Pengajuan U IEUN—

NIK Nama Pemohon

Jenis Kelamin Tempat Lahir
L

Tanggal Lahic Pekerjaan

Gambar 21. Tampilan Form Persetujuan oleh Kepala Desa

3.2.9. Halaman Riwayat Pengajuan Surat

Pada halaman ini menampilkan daftar pengajuan yang telah disetujui Kepala Desa, dilengkapi fitur filter
berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Pengguna dapat mengunduh surat berekstensi PDF melalui butforn unduh
setelah tanda tangan digital Kepala Desa diunggah, sebagaimana divisualisasikan melalui Gambar 22.

2081



Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia (JPTI)

p-ISSN: 2775-4227

e-ISSN: 2775-4219

ﬂ e-SuratDesa °

N e F
Eeeca

Riwayat Pengajuan Surat

Gambar 22. Antarmuka Halaman Riwayat Pengajuan Surat

3.3. Pengujian Fungsional Sistem (Black-Box Testing)

Pengujian fungsional sistem bertujuan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur yang dikembangkan telah
berjalan sesuai dengan rancangan. Metode yang digunakan adalah Black-Box Testing, yakni pendekatan
pengujian yang menitikberatkan pada validasi input dan output tanpa menguji logika internal atau struktur kode
dari sistem [19]. Pengujian ini mencakup seluruh komponen utama guna menilai respons sistem terhadap
berbagai kondisi.

Hasil pengujian pada Tabel 7 untuk pengguna penduduk menunjukkan bahwa seluruh fitur berfungsi
sebagaimana mestinya, sesuai dengan rancangan dan kebutuhan sistem.

Tabel 7. Blackbox Testing Pada Halaman User Penduduk

Kelas Uji Test Case Hasil yang Diharapkan Hasil
Halaman Form data register tidak terisi ~ Mengarahkan ke form data yang masih kosong, Sesuai
Register atau kosong serta menampilkan pesan “Please fill out this field".

Keseluruhan form data terisi Diarahkan ke halaman login. Sesuai
Halaman Memasukkan email/NIK dan Kembali ke halaman /ogin menampilkan pesan Sesuai
Login password yang salah “Email, NIK, atau password anda salah”.
Memasukkan email/NIK dan Diarahkan halaman dashboard. .
. Sesuai
password yang valid
Halaman Menekan button simpan Menampilkan pesan “Sukses Update Data Diri”. .
. Sesuai
Edit Profil
Halaman Menekan button Ajukan Menampilkan halaman Form Pengajuan Surat Sesuai
Pengajuan  Menekan button edit surat Menampilkan halaman Form Pengajuan Surat Sesuai
Surat Menekan button delete Menampilkan pesan “Pengajuan Berhasil Dihapus”. Sesuai
pengajuan surat
Halaman Form data tidak terisi atau Mengarahkan ke form data yang masih kosong, Sesuai
Form kosong serta menampilkan pesan “Please fill out this field".
Pengajuan  Keseluruhan form data untuk Menampilkan pesan 'Pengajuan berhasil dibuat'.
Surat pengajuan surat terisi Kemudian ditampilkan pada halaman Pengajuan Sesuai
Surat.
Riwayat Menekan button Unduh Mengunduh surat yang berekstensi PDF. Sesuai
Pengajuan

Selanjutnya, hasil pengujian pada Tabel 8 untuk pengguna admin juga menunjukkan bahwa seluruh fitur
berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan rancangan dan kebutuhan sistem.

Tabel 8. Blackbox Testing Pada Halaman User Admin
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Kelas Uji Test Case Hasil yang Diharapkan Hasil
Halaman Data diri belum terisi Menampilkan pesan warning “Silahkan lengkapi Sesuai
Dashboard data diri di menu profile”.

Halaman Menekan button edit untuk verifikasi ~ Menampilkan Halaman Detail Pengajuan Surat

Verifikasi pengajuan surat Sesuai
Admin

Halaman Tidak memilih urgensi atau tidak Mengarahkan ke form data yang masih kosong,

Detail mengganti status surat menampilkan pesan “Please select an item in the Sesuai
Pengajuan list".

Surat Memilih urgensi serta memilih status  Status pengajuan menyesuaikan kondisi: Revisi, Sesuai

surat: “Revisi/Ditolak/Verifikasi”

Ditolak, atau Verifikasi

Hasil pengujian pada Tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh fitur untuk pengguna Kepala Desa telah berjalan
sesuai rancangan tanpa ditemukan anomali fungsional.

Tabel 9. Blackbox Testing Pada Halaman User Kepala Desa

Kelas Uji Test Case Hasil yang Diharapkan Hasil
Halaman Data diri belum terisi Menampilkan pesan warning “Silahkan lengkapi data diri di menu Sesuai
Dashboard profile” di atas halaman dashboard.

Halaman Menekan button edit Menampilkan Halaman Detail Pengajuan Surat.

Persetujuan  untuk persetujuan Sesuai

Kepala Desa  pengajuan surat

Halaman Tidak mengganti status Kembali ke Halaman Persetujuan Kepala Desa serta menampilkan .
. « . ! e Sesuai

Detail surat pesan “Please select an item in the list".

Pengajuan Memilih status surat: Status pengajuan menyesuaikan kondisi: Revisi, Ditolak, atau Sesuai

Surat “Revisi/Ditolak/Disetujui  Disetujui.

Halaman Tidak mengunggah Surat tidak dapat diunduh oleh penduduk dan menampilkan pesan

Disetujui Tanda Tangan Kepala warning “Foto Tanda Tangan Kepala Desa Belum Diupload” di  Sesuai

Desa atas Halaman Disetujui

3.4. Pengujian Kelayakan Sistem

Pengujian kelayakan sistem dilakukan untuk menilai tingkat penerimaan dan kemudahan penggunaan sistem
informasi layanan administrasi desa. Metode yang diimplementasikan adalah System Usability Scale (SUS),
yaitu evaluasi melalui sepuluh kuesioner dengan lima pilihan jawaban berdasarkan skala Likert [7]. Pengujian
dilaksanakan di lingkungan desa dengan melibatkan 30 responden, terdiri dari 10 perangkat desa, 10 penduduk,
5 remaja berusia 17 tahun, dan 5 penduduk yang memiliki usaha di desa tersebut.

Perhitungan nilai SUS dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, setiap item question degan nomor
ganjil (1, 3, 5, 7, 9), skor yang diberikan dikurangi dengan angka satu (X-1). Kedua, pada item question
bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10), skor dikurangi dengan angka lima (5-X). Setelah dilakukan pengolahan skor
pada setiap ifem question, seluruh nilai dijumlahkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan angka 2,5 untuk
memperoleh nilai akhir SUS dari setiap responden [20]. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap seluruh
responden, total nilai SUS yang diperoleh sebesar 2347,5 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 10.

Tabel 10. Rekapitulasi Perhitungan Nilai SUS

Skor Hasil Hitung Nilai SUS
Responden Jumlah
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 QI0 (Jumlah x 2.5)
R1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 37 92.5
R2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 30 75
R3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 87.5
R4 3 3 3 1 4 3 2 3 3 1 26 65
R5 4 3 4 1 4 3 3 4 4 3 33 82.5
R6 4 3 3 2 4 3 2 2 2 1 26 65
R7 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 95
R8 4 2 2 1 4 4 2 3 2 1 25 62.5
R9 3 2 2 1 4 2 2 2 1 1 20 50
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R10 4 3 3 2 4 4 2 2 3 2 29 72.5
R11 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 32 80
R12 4 2 3 3 3 2 4 2 2 3 28 70
R13 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 31 71.5
R14 4 2 2 3 4 4 2 3 3 1 28 70
R15 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 34 85
R16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 97.5
R17 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 33 82.5
R18 3 4 3 3 4 4 2 2 1 2 28 70
RI19 3 3 3 1 4 3 2 3 3 1 26 65
R20 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 30 75
R21 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 31 71.5
R22 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 95
R23 3 2 2 1 4 3 3 2 2 1 23 57.5
R24 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 33 82.5
R25 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 31 77.5
R26 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 35 87.5
R27 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 97.5
R28 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 33 82.5
R29 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 34 85
R30 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 34 85
Total Nilai SUS 2347.5

Berdasarkan Tabel 9, rata-rata nilai SUS diperoleh dengan membagi total nilai SUS sebesar 2347,5 dengan
jumlah responden sebanyak 30 orang, sechingga didapatkan skor rata-rata sebesar 78,25. Merujuk interpretasi
skala SUS yang ditunjukkan pada Gambar 23, skor tersebut termasuk dalam kategori Good pada adjective rating
dan berada dalam rentang Acceptable pada acceptability range [20], [21]. Secara umum, skor SUS di atas 68
menunjukkan bahwa sistem berkontribusi positif terhadap pengalaman pengguna dengan tingkat kegunaan yang
tinggi. Dengan skor 78,25, sistem ini dinilai baik oleh pengguna, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi
dalam hal kemudahan penggunaan, kejelasan fungsi, dan kinerja secara keseluruhan.

DETRACTOR PASSIVE PROMOTER
WPS

NOT ACCEPTABLE MARGINAL ACCEPTABLE
ACCERTABILITY

RANGES

e I
SCALE F D c B
BEST

WORST IMAGINABLE POOR [ G000 EXCELLENT  WAGINABLE
ADJECTIVE

RATINGS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gambar 23. Rating Skor SUS [21]

3.5. Diskusi

Penelitian ini mengimplementasikan algoritma Shortest Job First (SIF) yang dipadukan dengan mekanisme
aging dalam sistem antrean pelayanan administrasi kependudukan desa. Pendekatan ini bertujuan
mengoptimalkan urutan pelayanan berdasarkan estimasi durasi penyelesaian, serta menjaga keadilan dengan
memberikan prioritas tambahan bagi permohonan yang telah menunggu terlalu lama. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa sistem memperoleh nilai System Usability Scale (SUS) sebesar 78,25, yang
mengindikasikan penerimaan yang baik oleh pengguna dan menunjukkan tingkat kegunaan sistem yang tinggi.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pendekatan ini menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi dan
objektivitas penjadwalan. Studi oleh Al Hasri dan Sudarmilah [6] serta Romadhon dan Maryam [4], yang
masing-masing memperoleh skor SUS 74,9 dan 77,17, belum mengintegrasikan algoritma penjadwalan yang
mempertimbangkan durasi atau urgensi secara sistematis, sehingga permohonan tetap diproses berdasarkan
urutan waktu pengajuan. Penelitian oleh Illahi et al. [7], yang mendapatkan skor 76, juga memiliki keterbatasan
serupa, ditambah tidak tersedianya fitur riwayat permohonan yang penting dalam pengelolaan layanan.
Sementara itu, Rohmah dan Gunawan [8] menerapkan algoritma Priority Scheduling dengan hasil 75,25, namun
pendekatannya rentan terhadap bias karena tingkat urgensi ditentukan langsung oleh pemohon.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi algoritma SJF dan aging dapat
menjadi alternatif yang lebih efektif dalam meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem antrean, serta
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memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Hal ini
diperkuat oleh perolehan skor SUS sebesar 78,25 yang lebih tinggi dibandingkan skor dari studi-studi terdahulu,
yang berkisar antara 74,9 hingga 77,17. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan kualitas kegunaan sistem dan
penerimaan pengguna yang lebih positif terhadap pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pelayanan administrasi desa yang dikembangkan telah berfungsi secara
optimal, baik dari sisi fungsionalitas maupun kelayakan. Hasil pengujian dengan metode Black-Box
menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan tanpa kendala pada setiap peran pengguna. Sementara itu, skor SUS
sebesar 78,25 menempatkan sistem dalam kategori “Good” dan dinilai “Acceptable” dalam aspek kegunaan.
Temuan ini mencerminkan respons positif dari pengguna, khususnya terkait kemudahan akses, kejelasan fitur,
serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan pelayanan masyarakat desa.

Keunggulan integrasi algoritma Shortest Job First yang dipadukan dengan mekanisme aging mampu
meningkatkan efisiensi dan keadilan pengelolaan antrean, dengan memprioritaskan permohonan berdurasi
singkat serta memberikan peluang yang adil bagi permohonan yang telah lama menunggu. Penambahan fitur
notifikasi melalui email juga dapat mempermudah pemohon dalam memperoleh informasi terkait status
permohonannya.

Meskipun sistem telah berfungsi dengan baik, terdapat beberapa keterbatasan, terutama pada proses
pengisian data yang masih dilakukan secara manual oleh pengguna. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan basis data kependudukan, seperti NIK, guna meningkatkan
efisiensi, mengurangi potensi kesalahan input, serta mengeksplorasi penggunaan algoritma hibrida, seperti
kombinasi Shortest Job First dan Multilevel Queue atau Priority Scheduling, untuk memperbaiki efisiensi dan
fleksibilitas penjadwalan.
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